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ABSTRAK
& |G . . .
%gus Fiwar) 2023: Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala
S g 2 Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir
e o [e Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014
§ 5 o Tentang Ketertiban Umum Menurut Figih Siyasah
as In
= “i Benelitian ini berangkat dari latar belakang terdapatnya indikator kurang
fhgksimalnya peran pedagang kaki lima dalam mengimplementasi tentang
%eéertiliﬁn Pedagang Kaki Kima di Desa Menggala Sakti, dalam merealisasikan
geaﬁtura% Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang sudah
mehjaditanggung jawabnya.

dapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah
ntang Pagaimana Penertiban Pedagang Kaki lima di Desa Menggala Sakti, Apa
ambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten
okan Hilir, serta Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala
akti menurut Figih Siyasah.
i Jenis Penilitian ini adalah penilitian lapangan (field research) yaitu
enilitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan yang diperoleh dari
Hformen dan objek penilitian.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui
groses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten
Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
E(etertiban Umum, Untuk mengetahui Apa Hambatan Penetiban Pedagang Kaki
Eima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan HilirMenurut Figh Siyasah. Serta
Ksﬂntuk mengetahui Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala
gakti menurut Perspektif Figih Siyasah. Hasil dari penelitian ini adalah
enunjukkan bahwasanya Penertiban Pedagang Kaki Lima Didesa Menggala
glakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan
E)aerah %Iomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum menurut perspektif figih
Syasah,~dikatakan cukup terealisasikan namun belum maksimal dikarenakan
Belum cﬁ'naksimalnya pelaksanaan ketertiban umum bahwasanya ada beberapa
§ktor pénghambat pelaksanaan ketertiban umum seperti Banyaknya masyarakat
gang kurang mampu dalam menyewa ruko atau kios hal ini menjadi pemicu serta
Benyeb@ ketidaktertiban pedagang kaki lima sehingga mereka terpaksa berjualan
dipingg'g'an jalan yang menyebab jalanan macet. Ditinjau dari perspektif figih
siyasah.pal ini sejalan dengan figih Siyasah Dusturiyyah dimana masyarakat
merupa&én tanggung jawab dari seorang pemimpin.

IMyRATRITgIeS

el S|

(=]
Kata K@nci : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014, Penertiban Umum
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asialaniu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

o e

S 3 =

g"ié Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang Maha

S8 =

V)

Eeﬁgasihi dan Maha Adil, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta
c

w
runiazNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul

afiey gEunje

Py
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah
c

1SN}

utih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3

sque)

ahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Menurut Figih Siyasah” untuk

eguaw

emenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada

U

rusan Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum
niversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam kepada

njung%rjw Nabi besar Muhammad saw. Kerena berkat perjuangan beliau sehingga
(¢}

ampu@menerangi sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya
V]

ingga gdetik ini.Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam
e
menjala@kan kehidupan ini.Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis menyadari
()

begitu Eanyak bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bantuan dan
S

:I9QEINS URNGIAISW (EBp Ue

motivaskPenulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa
»n

=
adanya glukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat selama penyusunan Skripsi
=

ini. Oleg’karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:
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Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Rahmad, Ibunda Nurlaisyah, Kak Rima,
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Abang Jaya, Kak, ljah, Abel, Annisa, Rayhan dan seluruh Keluarga Besar

W)

g;mg tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan bantuan
©

materil, moril maupun spritual kepada penulis sehingga dapat
3

menyelesaikan Studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
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g_apak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor | 1bu Prof.

Sr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor 1l Bapak Dr. H. Mas'ud Zein,
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R%I.Pd, dan Wakil Rektor I1l Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D, dan

é%luruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan
kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, beserta
jajarannya yakni Wakil Dekan | Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan
Il Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, dan Wakil Dekan Il Ibu Dr. Hj. Sofia
Ekardani, M.Ag.

S

Retua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi,

——

V]

M.Ag, serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan
(o}

Zulfikar, M.Ag,

<

]
Bapak Dr. Arisman, M.Sy danBapak Aprizal Ahmad, M.Sy selaku dosen

S

Bembimbing Materi dan Metopelyang selalu sabar dan senantiasa
»n

=
meluangkan waktu dalam proses penulisan skripsi.
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Bapak Dr.,H., Ismardi M,Ag. selaku penasehat akademik (PA) yang telah

©

memberikan motivasi dan semangat ketika mengerjakan skripsi serta
QO
=

proses menuntut ilmu selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.
©

—

gapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh Staf yang

gda di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan
(=

kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

»

Tidak terkecuali pada semua teman-teman yang tidak bisa penulis

42
Q

sgbutkan satu persatu namanya penulis mengucapkan ribuan terimakasih
=

éan berdoa semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Semoga Allah swt meridhoi dan membalas semua kebaikan yang telah

iberikan kepada penulis, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah
asanah ilmu penegetahuan dan bermanfaatbagi kita semua,dan menjadi amal
aleh disisi Allah swt. Amin.

assalagu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 03Mei 2023
Penulis

AGUS TIWAR
NIM : 11920411353
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(pérdagangan) sebagai pekerjaannya sehari-hari. * Pedagang kaki lima
meﬁcapakan pedagang atau orang yang melakukan kegiatan atau usaha kecil

w
tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggiran jalan (Trotoar) untuk

meé%gelar dagangan. Menurut Evens dan Korff.’Definisi pedagang kaki lima
adalah bagian dan sektor informal yang mengebangkan aktivitas produksi
barang dan jasa di luar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima maupun mengenai cara pemerintah
untuk menata PKL tersebut. Sekilas PKL hanyalah pedagang biasa yang
menggelar dagangannya dipinggiran jalan, akan tetapi keberadaannya sangat
meré?ganggu kenyamanan pengguna fasilitas umum dan juga mengganggu

keteﬁiban Umum Desa Menggala Sakti.

Sementara itu didalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Tentang

U druw

Ketértiban Umum Nomor 3 Tahun 2014 pada Pasal 10 ayat (1) yangBerbunyi:

uej[ng jo A3rs1

@rwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan Dasar Hukum
V)

Dagang,@gkarta: Djambatan, 1999), him. 10.

?vers dan Korff. Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-

ruang sostal. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), him. 234.
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£
)

Setiap Orang/Badan Hukum dilarang menimbunatau meletakan barang

g:?da%lgannya di Trotoar atau badantepi jalan umum.

% ; Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan Pedagang Kaki Lima
©

g(Segor Informal) adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagang

(=

gperq_féngan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan

gtemét-tempat fasilitas umum, seperti Trotoar, pingir-pingir jalan umum,

@

empgran toko dan lain sebagainya. Pedagang yang menjalankan kegiatan
=

usai%nya dalam jangka tertentu dengan menggunakan sarana atau

perlgwgkapanyang mudah  dipindahkan,  dibongkar pasang dan

mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha.Dengan demikian

para PKL tidak mau pindah berjualan disebabkan:

1. Juahnya dari keramaian dan susah para pembeli untuk mendatangi tempat
yang baru.

2. Ehrunnya omset para penjual atau hilang pelanggan.

33

3. [EOkasi yang tidak strategis dan jauh dari kerumunan.
V]

I

Dengan demikian Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam membuka usaha

di T¥otoar tampak dilematis sebab mengganggu kenyamanan para pengguna

5

c

i

4

jalag:Dalam hal ini pemerintah harus lebih teliti dalam mengambil tindakan
S

Q
dan juga menegakkan peraturan. Lapangan pekerjaan yang sulit juga
=

merg?ukung maraknya pedagang kaki lima (PKL) yang merupakan alih profesi

wn
akiExZit susahnya mencari pekerjaan, PHK dan lain sebagainya.

I

an Amir Firdaus, Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014. him. 4
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3,
g)al

®

Meskipun banyak yang beranggapan bahwa PKL merupakan suatu

©
omnnltas pengganggu ketertiban, tidak selamanya anggapan tersebut

benar.PKL juga dapat bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya, bahkan
'O

da p&t dikatakan jika PKL tersebut cenderung kreatif dengan memunculkan

6unpun|c9 e;dlg}\_)geH
qe

uepun |

—

erogosan baru yang unik dalam usaha pengembangan

n

agangannya.Kemandirian PKL dinilai dapat memacu pendapatan mereka
»

yang, semula rendah menjadi menengah.Kegiatan perdagangan disini juga
-~

ﬁue&un-ﬁ

mer%)uka kesempatan kerja bagi pelaku-pelaku lainnya untuk berusaha.’

c Tetapi berdasarkan Observasi Ketertiban Umum yang dilakukan oleh
Satpol PP di Desa Menggala Sakti ini menutup kemungkinan bagi para PKL
untuk melakukan kembali bedagang. Tetapi setiap dilakukan kegiatan razia
dan petugas telah selesai dengan tugasnya,tetapi para PKL ini kembali dan
melakukan aktivitas biasa untuk berjualan di tepi jalan umum. Begitulah
kegfé’ihan dalam sektor informal untuk mempertahan kan kebutuhan mata

(¢}
percairan hidup para PKL. Hal ini mengakibatkan semakin banyak PKL yang
~

=
murieulan terus di Desa Menggala Sakti.

:Jlaquuns ueyingeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIeY yninjes neje uelbeges diynbusw bBuele|iq |

Berdasarkan hal tersebut, maka Satpol PP membutuhkan strategi dalam

SIdAIUN)

menertibkan Pedagang Kaki Lima yang masih banyak berkeliaran di

0A

Kecgmatan Tanah Putih Desa Menggala Saktidengan strategi penertiban
deng_an cara tindakan prefentif, pencegahan agar tidak terjadinya hal buruk

wn
dan findakan PKL di relokasikan sesuai dengan tempat, peraturan dan strategi

bid, him. 36.
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sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan memberikan

gpenghaman kepada pihak Pedagang Kaki Lima (PKL) agar Pedagang Kaki

2

;é_lm; (PKL) mengerti dengan aturan dan larangan yang dibuat oleh
©

§Peni’érmtah Daerah dan dibutuhkannya kerja sama antara Satuan Polisi

(=

§Pan;gng Praja (Satpol PP) dengan Masyarakat Umum, Pedagang Umum, dan

gkerjg?sama dengan pihak PKL itu sendiri tanpa harus adanya kekacauan.

«
g Dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tercatat bahwa
2

untt% membantu  kepala daerah dalam menegakkan Perda dan

QO

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyaakat dibentuklah
Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan dan susunan organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud berpedoman pada
Peraturan Pemerintah (PP) Penegakan Perda disini maksudnya Satpol PP
berwenang hanya sebatas menegakkan Perda bukan Undang-Undang. Jadi
Satpi@l PP menegakkan Perda dengan melakukan tindakan penertiban yang
diargégap melanggar Perda yang berlaku. Jadi Satuan Polisi Pamong Praja
&
adal%h perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan

(

keteEtiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja
()
H

Satugn Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.’
S
o - -
@ Pada umumnya barang dagangan yang dijual PKL harganya lebih

murg'h dibandingkan dengan toko-toko besar atau pusat perbelanjaan.Produk

wn
yan@ dijual bisa berasal dari olahan sendiri, home industri ataupun buatan

19e>] 31

?ambang Kesowo, Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

nery
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>
= =
2% ol
_\/ﬂ pabrik/industri besar.Artinya ada keterkaitan antara PKL selaku pedagang
r ©
> Ainformal dengan perusahaan besar yang berstatus formal, seperti perusahaan
T
oy =
2rokak, makanan, minuman dan lain-lainPKL menjadi ujung tombak penjualan
2 5
éprodéﬂk-produk pabrikan ini, meskipun mereka para PKL bukan merupakan
(=
S =
§bagi;m dari perusahaan tersebut.®
e c
§ — Dengan demikian PKL dalam melakukakan aktivitasnya lebih memilih
=]
@ o

rua@ yang mudah dicapai orang seperti Trotoar dan ruang publik. Ruang
terbglga publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi
masgarakat sekarang berubah menjadi kawasan komersial. Hal ini ditunjukkan
dengan banyaknya Pedagang Kaki Lima yang memanfaatkan ruang terbuka
publik sebagai ruang aktivitasnya. Keberadaan PKL ini tentunya akan

mengurangi peran ruang terbuka publik, meskipun keberadaan PKL ini

sebenarnya menjadi salah satu faktor pendukung aktivitas di ruang terbuka

pubfk.

[

Jje

Ajaran Islam mengandung ajaran tentang kehidupan dan persoalan

uejs

mangsia, tidak hanya mengatur kehidupan manusia dengan Allah, akan juga
(=

men:g';atur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungannya. Bentuk
()

:Jlaquuns ueyingeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIeY yninjes neje uelbeges diynbusw bBuele|iq |

hubtingan ini tidak bisa terpisah satu sama lain. Semakin akrab hubungan
S

Q
marnjisia dengan Tuhannya maka semakin kuat pula hubungan dengan yang
=

Iaim':__'»;ya.7
wn

<
)

)

%bid, him. 38.

Marmawati, “Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Prespektif
Etika Bishis Islam”terdapat dalam https:/journal. iainsamarinda.ac.id/index.php/fenomena/article/
view/220iakses pada 2 Juni, 2023.
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Buepun-Buepun 16unpuijg e3d1) ¥eH

Oleh sebab itu agar menghindari timbulnya kemudharatan dalam

©

kegiatan pedagang kaki lima khusus Desa Meggala Sakti Pemerintah
QO

Ka@paten Rokan Hilir telah membuat dan membentuk kebijakan
©

mengenaiKetertibpan Umum Pada Pasal 10 Ayat 1 yang Berbunyi: Setiap

w

oraig/Badan hukum dilarang menimbun atau meletakkan barang
dagéﬂgannya di Trotoar atau/badan Tepi jalan Umum.
ﬁengan demikian para Pedagang Kaki lima agar terciptanya Ketertiban
»
Un@m, ketentraman, serta menjaga Ketertiban Umum di lingkungan
mag}arakat akan tetap, para Pedagang Kaki lima tidak menaati peraturan
yang ada yang tetap saja mau berjual di tempat umum khusus di Trotoar atau
Tepi jalan Umum. Dengan demikian Satpol PP sudah menjalankan tugasnya
tetapi para pedagang kaki lima Desa Manggala Sakti tidak mau pindah
padahal tempat telah disediakan oleh Desa Menggala Sakti, Karena para
pedagang kaki lima tidak mau berpindah dari tempat jualannya disebabkan
w»

jaufgnya dari kerumunan atau tidak ramai, hilangnya pelanggan dan kalau di

@
tempat baru belum menemukan tempat dagangannya untuk memperoleh
=

—

prO:d:'uksi atau menjual barang dagangannya sesuai dengan yang dijual
=]

sebglumnya tetapi jika dia berjualan para Pedagang Kaki lima di pasar

Traglisional Menggala Sakti akan mendapat keuntungan lebih besar daripada

Q
kawasan yang ditentukan Desa Menggala Sakti.
=

an Amir Firdaus, op. cit., him. 4.
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:ni‘

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang

=~ X
gitijat o_i-_eh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah swt dalam QS. An-nisa ayat
s 2
@gga gberbunyl:
sE o
€s. 2. & :
é"‘:ae:g) ulae&,ay‘zl\éj\jd )S\ \)ML\/ "\ \)a_\j:a\ \y\@ﬂ\@h
Qi@ 075 wo 3 o8 S0 o PR p TR
g_’)‘%&\\g“ JJ}YLA}A\}A”\JU}M}J?.\.\SU\J )S\}fm\ujjaﬁ)s;@»
& |2
Q@ (7)) -
: st
2
Q
Py . i I :
o Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya),
dan Tlil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang

Jaquns uemnqa&uaw uep ueywnjuesuaw edue) (Ul S|n} Elﬁe)i ynin|as neje

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari

kemudianQS. An-nisa ayat 59.°

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai

pem(inmpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai

—

V)
den@an syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya Pedagang Kaki Lima

—
»

seb@_knya mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah

pot

dem?; kebaikan bersama. Dengan demikian para pedagang kaki lima harus
=]

menaati peraturan yang tentukan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014.

ISIDA

< Adapun permasalahan pedagang kaki lima di Desa Menggala Sakti ini
Q
berk&itan dengan FigihSiyasah Dusturiyyah yang mana Figih Dusturiyyah

adalah membahas masalah Perundang-undangan. Permasalahan didalam
wn

<
Fiqi@_Siyasah Dusturiyyah adalah hubungan antara Pemimpin dan suatu pihak

A

V)

g'ﬂushaf al-Azhar,Al-Qur’an danTerjemahan,(Jakarta: Jabal, 2010),cet. ke-10, him. 87.

nery



)

2,

n-t

NVI¥ VNSNS NIN
JO

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘nery e)sns NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul sijn} eAley yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbuaw Buele|q g
‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

)

®

:Jaquuns ueyngaAugaw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIRY Yyninjes neje uelbeges diynbusw bBuele|iq |

dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di

g © L o :

;dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam Figih Siyasah Dusturiyyah

°

ic_':dlba(t,am hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut

3 ©

golemlhwalkenegaraan dari segi pesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan
3

erttpakan realisasi Kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

pun-ﬁuegun 1

gerdasarkan fakta tersebut makadapat disimpulkan bahwa adanya

Bue

keseéﬁjangan antara teori dengan fenomena yang terjadi, hal inilah yang
7))

2
membuat membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memilih
Py

juduglf “PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DIl DESA
MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN
ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUTFIQIH

SIYASAH.”

Batasan Masalah

-

; Agar penelitian ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang
dibig@rakan, maka penulis membatasi permasalahan ini Bagaimana Penertiban
Pedéang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir
Ber(:msarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban
Um‘g}n, dan juga mengetahui Apa Hambatan Pedegang Kaki LimaDesa
Mer@gala Sakti dan Penertiban PedagangKaki Lima di Desa Menggala Sakti
Bertgasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban

wn
UmE:m Menurut Perspektif Figih Siyasah.

nery wisey jI



o
)

)

2

p/0;
)

AV YYSAS NIN

&

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e
:Jaquins uejingakusw uep ueywniuesusaw gylue; Ul sin} eAley yninjas neje ueibeqgas diynbusw Buese|qg -

‘nery Be)sng NiN uizi eduey undede ymuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq g

0

Rumusan Masalah

= IO
:”; - Sesuai batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya adalah
T
csebagai berikut:
-
§1. Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti
2 5
(=
2  Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
> -~
«Q
¢ 2014 Tentang Ketertiban Umum ?
Q
o 7
@2, Apa Hambatan Penetiban Pedagang Kaki Lima diDesa Menggala Sakti
c
2]

Kabupaten Rokan Hilir?
3. %Jagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti
c

menurut Perspektif Figih Siyasah ?

. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahuiProses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa
Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum.
2. gntuk mengetahuiHambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima diDesa
§4enggala SaktiKabupaten Rokan HilirMenurut Figh Siyasah.
3. é.ntuk mengetaui Proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa

Sjenggala Sakti menurut Perspektif Figih Siyasah
=

()
. Manfaat Penelitian
<
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi
pengembang lImu Pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata
Negara (Siyasah) terutama yang berkaitan dengan masalah

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima berdasarkan peraturan

nery wisey jrredg uegng
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Daerah  Nomor 3 Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hilir Tentang
Ketertiban Umum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-
penelitian sejenis, pada masa yang akan datang.

cara Praktis

Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan
pengetauan dalam ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah), terutama yang
berkaitan peleksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hilir

nely e)snsg NPN A Pw ejdigieH @

Tentang Ketertiban Umum menurut Perspektif figih Siyasah.

b. Bagi masyarakat atau pemerintah hasil penelitian ini dapat
memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan
penertiban pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2014 Kabupaten Rokan Hilir tentang Ketertiban Umum

% Menurut PerspektifFigih Siyasah.

V)

gagi intansi atau pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat
5

memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan hak

IW}D

laksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan

1< A

aerah Nomor 3Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten

A3

okan Hilir.
L aY
cara Akademisi
Bagi penulis atau pemerintah, hasil penelitian ini menjadi syarat untuk

mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH).

nery wisey| juelgueipng
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) if'l

0

:lequins ueyngeAusw uep ueywnjueousw edue) 1ul sin} eAIey yninjes neje ueibeges diynbusw Buesenq ‘|

b. Bagi peneliti, dapat menambah Wawasan ilmu pengetauan Hukum
?, Tata Negara (Siyasah).

g Bagi peneliti lain dapat dijadikan acuan terhadap pengembangan
E’ ataupun pembutan dalam penelitian yang sama.

3

Sistematika Penulisan

n

= Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika

@)
pengflisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum
-~

mak% penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

Buepun-Buepun 16unpuijg e3di) ¥eH

penl?éisan hukum ini terdiri dari 5 bab yang tiap babnya terbagi dalam sub-sub
bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan
hasil penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :
BABI1 : PENDAHULUAN
Bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, batasan
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,

metode penelitian dan sistematika penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan teoritis yang berisi tentang
definisi Pedagang Kaki Lima, Ketertiban Umum Dalam Islam,
Ketertiban Dalam Perundang-Undangan Indonesia, Penegak
Hukum oleh Satpol PP, Konsep Figih Siyasah.

111 : METODE PENELITIAN

nery wisey jrredAg uding jo Ajrsiaarupn sruf@ysy ajelg
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Dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian,
spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode
pengumpulan data, dan metode analisis data.

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian dan
pembahasan yang berisi penerapan, Faktor Penghambat dan
Pendukung, Tinjauan Figh Siyasah,penerapan Undang-Undang
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang pelaksaan
penertiban umum di Desa Menggala Sakti, Kecamatan Tanah
Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan pada pembahasan yang

ada di Bab 1V dan saran yang akan di sampaikan oleh penulis.
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©

T: TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA
2

9
obi

o

Bedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL

alah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan

NSENIN X!

gerobak.Secara “etimologi”atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai

e

[enis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang
©

?ang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang
tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat
keuntungan dari barang tersebut.Pedagang Kaki lima diartikan sebagai
lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian,

Pedagang Kaki Lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak

emiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.™

B

Pedagang dapat digolongkan menjadi bermacam-macam, termasuk

da pedagang menurut tempat usahanya karena berjualan di pinggir jalan

drgie[sy aje

&au Trotoar. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) kerap dianggap ilegal
<
@arena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi Kabupaten

éokan Hilir Desa Menggala Sakti yang sebagian besar menekankan aspek

»n
gebersihan, keindahan dan kerapihan. Oleh karena itu, Pedagang Kaki

e

L:,ima (PKL) seringkali menjadi target utama kebijakan pemerintah. Tidak

i jraed

L)

gLimbong Dayat, Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup, (Jakarta:

Pustaka Bgingsa Press, 2006), him. 56.

nery
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jarang anggapan negatif dari pemerintah bahwa pedagang kaki lima (PKL)

©

talah sesuatu yang harus ditertibkan karena mengganggu fungsi
QO

=
tsotoar.Menggunakan fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan
©
milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak
3

menetap.
=

; Pedagang kaki lima atau yang biasa disebut PKL adalah istilah untuk

&ienyebut penjaja satu dagangan yang menggunakan gerobak. Saat ini
7))

fstilah pedagang kaki lima (PKL) juga digunakan untuk sekumpulan
Py

éédagang yang menjual barang dagangannya di tepi-tepi jalan umum,
Trotoar, yang jauh dari kesan rapi dan bersih. Pengertian dari pedagang
kaki lima (PKL) itu sendiri adalah orang dengan modal yang relatif kecil
berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang untuk memenuhi
kebutuhan, dan dilakukan di tempat-tempat yang dianggap strategis.**
Pedagang Kaki Lima ialah disingkat PKL yaitu istilah untuk

w»
f‘genyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas

[

&aerah milik jalan (Trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan

T

Raki (pedestrian).?

Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang dengan modal yang

AFISISATUN)

latif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang (jasa-jasa)

tuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha

uejngjo

«%’ Ifan Wardani Harsan, Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar
V)

di Pasar S_Egiri Kota Samarinda, eJournal 1Imu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1, 2017, 148.

?ttps://id.wikipedia. org/wiki/Pedagang_kaki_lima diakses pada pada Jum’at, 2 juni

2023 pukgl 09.41 wib.

nery
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tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam

©
stasana lingkungan yang informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) pada

W)

gr_numnya ialah self-employed, artinya mayoritas Pedagang Kaki Lima
©
(PKL) hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif
3

tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan
=

éodal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan

@smi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari supplier yang
7))

memasuk barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari
Py

tgébungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang
dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat

keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk

mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil.*?

Dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima (PKL) ialah pelaku

usaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana
w»
gergerak atau tidak bergerak diatas prasarana yaitu Trotoar yang

[

(ééharusnya digunakan untuk pejalan kaki.

=
: Igetertiban Umum Dalam islam
=]
5' Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum
]
yang diperkenalkan oleh Al-Qur’an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri,
Q
tgtapi merupakan bagian dari akidah yang di imani.Akidah tentang Allah
=
@vt yang menciptakan alam semestayang mengatur, memelihara, dan
wn
<
=

PEndang Hariningsih, Rintar Agus Simatupang, “Faktor-faktor Yang mempengaruhi

Kinerja l%-aha Pedagang Eceran (Studi Kasus Pedagang kaki Lima di Kota Yogyakarta)”, Jurnal
Bisnis dag Manajemen Universitas Andalas, Vol. 04, No. 02, 2008.

nery
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menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-

©

masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.**

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana

1w ejdio ye

membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial

A

éaupun politik yang dibenarkan dalam syara, sehingga tidak mengganggu

Buepun-Buepun 16unpuijg e3d1) ¥eH

ﬂék-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama

]
-

manusia.””Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan
Py

Ifgéhidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti

dalam firmanAllah Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

2 2

il Jle s W Gl BaDl iy (=01 L8 0ok 2h 131 sl a8
&;/o;éi."sug Z:i’;.oﬂx;;;u;jl;%gzgj\'é};&i\@i

w»
Y “Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka
@embuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar.Hai manusia,
sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri,

asil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian
Kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah

Kamu kerjakan (Surat Yunus ayat 23).”*

:Jlaquuns ueyngeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIRY yninjes neje uelbeges diynbusw Buele|iq |
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§Ali Yafie, Menggagas Figh Sosial, (Bandung: Mizan, 1994), Cet.2, him. 9.

«%’Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum Perjanjian,
Ekonomi,%isnis, dan Sosial, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), him. 4.

?Mushaf al-Azhar,Al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Jabal,2010), cet. ke-10, him.
211.
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Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat

©
zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di
QO

=
tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain.

1d

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman hidup

I e

pada umat manusia yang mencakup aspek-aspek agidah, ibadah, akhlak,

A

%n kehidupan masyarakat.'’Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat

Buepun-Buepun 16unpuijg e3d1) ¥eH

&?anusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan
w

gdupnya. Pergaulan sebagai tempat setiap orang melakukan perbuatan
Py
d;>élam hubungannya dengan oranglain disebut Mu'amalat.*®

Allah swt sebagai pembuat syariat menciptakan suatu hukum dan

aturan di muka bumi ini yang memiliki tujuan dan maksud tertentu.Syariat

diturunkan oleh Allah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

kemaslahatan hamba sekaligus untuk menghindari kerusakan, baik di

dunia maupun di akhirat.

:Jlaquuns ueyingeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIeY yninjes neje uelbeges diynbusw bBuele|iq |
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w»

% Menurut al-Syatibi, Magasid al-syari’ah dalam arti kemaslahatan
érdapat didalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.Bisa
8

ggmaksudkan bahwa apabila terdapat permasalahan-permasalahan
=]

EDUkumyang tidak ditemukan secara jelas mengenai kemaslahatannya,
H

¥ 2]

@apat di analisi melalui Magasid al-syari’‘ah.*

(=}

L aY

9]

=

Z1bid him. 4.

k%) Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu’amalat, edisi revisi (Yogyakarta:
Perpustal%an Fakultas Hukum UlI. 1993),hIm.7.

1£<Asafri Jaya Bakri, Konsep Magdsid Syari’ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan Dasar
Magasid §I—Syari ‘ah, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),Cet Ke IV him. 68.
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Dalam setiap perkara hukum Islam dapat dilihat dalam al-Qur’an dan

©
As-Sunnah menurut sudut pandang tujuan hukum Islam. Maksud dan
QO

tﬁjuan dari Peraturan Daerah Kabupten Rokan Hilir Nomor 3 tahun 2014

©
Pentang Ketertiban Umum adalah bagaimana fungsi trotoar dapat
3

digunakan untuk pejalan kaki dan bukan untuk tempat usaha. Perlindungan
=

%ng diberikan oleh pemerintah ini mengandung maksud untuk
@elindungi para pengguna Trotoar. ® Adanya hal untuk melindungi
»
%pentingan ini sudah terkandung dalam lima aspek kehidupan yang
éikenal dengan sebutan magasid asy-syari’ah.
3. Ketertiban Umum Dalam Perundang-Undangan Indonesia
Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap
mengandung arti mendua (Ambiguity). Dalam praktik telah timbul
berbagai penafsiran tentang arti dan makna Ketertiban Umum antara lain
Penafsiran Sempit yaitu dengan demikian yang dimaksud dengan
w»

é:?alanggar/bertentangan dengan Ketertiban Umum hanya terbatas pada

ﬁelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan saja oleh
=

—

Rarena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban

(!

l%'num, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan
g

éératuran Perundang-undangan Indonesia.

zu'; Sedangkan Penafsiran Luas adalah Penafsiran luas tidak membatasi
&'Tngkup dan makna Ketertiban Umum pada ketentuan hukum positif saja,
wn

tapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan

I

qey 3

"Wan Amir Firdaus, Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014.

s

nery



AV YYSAS NIN

joiU

&

‘nery Be)sng NiN uizi eduey undede ymuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq g

)

5

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

) if'l

:Jlaquuns ueyingeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIeY yninjes neje uelbeges diynbusw bBuele|iq |

0

Buepun-Buepun 16unpuijg e3d1) ¥eH

19

tumbuh dalam kesadaran masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai

©
kepatutan dan prinsip keadilan umum.Oleh karena itu, putusan Arbitrase

QO
,'ging yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip
©
yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau
3
yang melanggar kepatuhan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di
s

fadonesia.

=z

(C” Berpedoman kepada Buku Kedua Bab V KUHP (Pasal 154 — Pasal
w

f81) bahwa Dalam Buku Kedua Bab VV KUHP yang terdiri dari Pasal 154
Py

g' Pasal 181. 2! Diatur berbagai bentuk tindakan kejahatan terhadap
ketertiban umum namun, tanpa mengurangi berbagai bentuk kejahatan
terhadap Ketertiban Umum yang diatur dalam Buku Kedua Bab V KUHP
tersebut, tidak seluruhnya bahkan kurang relevan diterapkan dalam domain
hukum perdagangan. Dari uraian di atas, oleh karena itu UU No. 30/1999
sendiri tidak memberi definisi maupun tidak mendeskripsikan apa saja

w»
)Zang termasuk Ketertiban Umum, mengakibatkan penerapannya dalam

lowl

Eonkrit sering menimbulkan permasalahan.”*?

w

atau apakah yang merupakan hukum, jika hubungan-hukum dan peristiwa-

un)

ristiwa antara warga (warga) negara pada satu waktu tertentu

I8

A3

iemperlihatkan titik-titik pertalian dengan stelsel-stesel dan kaidah-kaidah

him. 38

S|uejng jyo

Tim Literasi Indonesia, KUHP&KUHAP. Ed.Revisi, (Sumedang: Rineka2020), cet 1,

1IeA

Zhttp://www.hukumonline.com/ Klinik/ detail/ It4e3e380e0157a/ apa-definisi-ketertiban

3

e

umum (d‘é’akses: 2 juni 2023, 06:00PM)

nery
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hukum dari dua atau lebih negara, yang berbeda dalam lingkungan- kuasa-
©

tempat, (pribadi), dan soal-soal.?
Konsep Ketertiban Umum

Pemikiran tentang Ketertiban Umum (public order) dalam HPI

ada dasarnya bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa ‘“sebuah

Ny rw ejdi®ye

Epengadilan adalah bagian dari struktur kenegaraan yang berdaulat” dan
(C’karena itu pengadilan berwenang untuk memberlakukan hukumnya

)

Ssendiri dalam perkara-perkarayang diajukan kepadanya. Masalahnya,
gépakah dalam perkara-perkara yang mengandung unsur asing, sejalan
dengan kaidah di dalam sistem HPI-nya, pengadilan ini harus selalu
memberlakukan  hukum asing yang seharusnya menjadi lex
causaedidalam wilayah yuridiksinyajawabannya adalah tidak selalu

harus demikian, akan berhadapan dengan hal-hal yang dapat menjadi

dasar untuk mengesampingkan pemberlakuan hukum asing di wilayah

1eiS

ex fori. Salah satu alasan untuk itu adalah Ketertiban Umum. Prinsip

ang digunakan untuk menetapkan hal itu adalah yang masih menjadi

NQTWELS]

ersoalan dalam penegakan prinsip diatas adalah sejauh mana orang

dapat menggunakan dasar “Demi Ketertiban Umum” itu untuk

ISI9AIU

>

engesampingkan kaidah-kaidah hukum asing yang seharusnya berlaku,
tau apa ukuran-ukuran yang dapat digunakan sebagai landasan

pemberlakuan asas ketertiban umum ini.?*

TeAs uejyng jo £

% Gautama Sudargo,Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jilid I, Buku kel,

(Bandun%Penerbit Alumni, 2008), him. 81.

wHardjowahono Bayu,Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku Kesatu, (PT.

Gramedia; 2006), him. 122.
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4. Penegak Hukum Oleh Satpol PP

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat Daerah
dibidang penegakan Perda, Ketertiban Umum dan ketentraman
masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan
- berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan daerah

yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pada

nely eysng NIN Y!lw ejdio yeq o

pemerlntahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan aman.Oleh karena itu, disamping
menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan
Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.
Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja,
Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga
mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh atau merawat anak
kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil,
sedangkan Praja adalah pegawai negeri.Pamong Praja atau Pegawali
Pemerintahan.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja
adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara.”
Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 8 Peraturan Dalam Negeri
Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa Polisi Pamong Praja

1BeY]| JrIeAg uejng yo AJISIdATU) dDIWR[S] 3}e}S

Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka, 2007), him. 817.
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\

adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintahan daerah 10 dalam
? penegakan perda dan penyelenggaraan Kketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.?
a. Tugas dan Wewenag Satpol PP

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan

Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan

Buepun-Buepun 16unpuijg e3d1) ¥eH

ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.Satpol
PP memiliki kewenangan dalam penegakan hukum Perda karena

Satpol PP adalah pejabat Pemerintah Pusat yang ada di daerah

nery e)sng NINM!tw ejdio ye

yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. Dengan adanya
kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong
Praja berwenang untuk :*’
1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan

Kepala Daerah.

:Jlaquuns ueyingeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIeY yninjes neje uelbeges diynbusw bBuele|iq |

2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat.

ue}l[ng Jo AJISIdATU() dDTWR[S] d)el§

kgberaturan Dalam Negri Nomor 40 Tahun 2014tentang Pedoman Organisi dan Tata

e

Kerja Sa@han Polisi Pamong Praja.
?asal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong

Praja.
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3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan

©

e perlindungan masyarakat.
QO

geraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014

Sejarah Lahirnya Peraturan Daerah

Pembentukan peraturan daerah (Perda) untuk mendorong dan
mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud
apabila pembentukan peraturan daerah didukung dengan cara dan
metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan

daerah dan kearifan lokal dengan sungguh-sungguh. Mengenai

nely e)xsng NiN Y!lw eyd

Perundang-undangan atau pembuatan produk Perundang-undangan,
tidak satu negara pun dapat mengabaikannya, terlebih lagi pada
Indonesia yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum.Sebagai
negara hukum, pemerintah mengemban tugas menyelenggarakan
kesejahteraan umum, dimana negara atau pemerintah ikut campur
dalam mengurusi kesejahteraan rakyat.Hal ini menajadi suatu yang

absolut atau tidak terelakkan dalam negara hukum kesejahteraan

) dTwe|sy 3jeis

 (wafare state).

Perubahan sistem pemerintahan, dari sistem pemerintahan

A3ISIATU

“ sentralisasi ke sistem pemerintahan desentralisasi disebabkan karena
kegagalan sistem pemerintahan sentralisasi yang diaplikasikan oleh
Presiden Soeharto selama 32 tahun, yang akhirnya tumbang karena
tuntutan massa yang disatukan oleh sebuah semangat reformasi yang

disertai situasi politik dan keamanan negara tidak kondusif. Keadaan

nery wisey jrredAg uejng jo
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tersebut diperburuk dengan banyaknya pelanggaraan terhadap peraturan

©
T perundang-undangan yang berlaku, tindakan sewenang-wenang, sikap

QO
x -
o arogansi penguasa, pemborosan sumber-sumber keuangan, sumber daya

alam, penyalahgunaan kekuasaan, wewenang dan fasilitas negara serta

raktek korupsi, kolusi dan nepotisme.?Kemudian reformasi menjadi

X O

ata kunci pada perubahan dipentas publik Indonesia yang didalamnya

NIN Y!tw ejd

(C”termasuk kewenangan pemerintahan daerah membentuk dan

menetapkan Peraturan Daerah.

neiy eys

Sejak bergulirnya Reformasi pada tahun 1998, kemudian disusul
dengan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.Perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan
dalam sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (MPR-RI) yang diselenggarakan dari tanggal 12 sampai
dengan tanggal 19 Oktober 1999. Pengesahan naskah perubahan
pertama tersebut tepatnya dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999

yang dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang berhasil mematahkan

) dTwe|sy 3jeis

semangat konservatisme dan romantisme disebagian kalangan

masyarakat yang cenderung menyakralkan atau menjadikan UUD 1945

184G uejng yo AJISIdAIU

Tavip Agus Riyanto, Menggagas Strategi Reformasi Birokrasi Untuk

MewujudkanPemerintahan Efektif dan Akuntabel, dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus
Purwantd#edt), 2009, Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang
pelaksangan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Gaya Media, JJAN-UGM, MAP-UGM.
him.56. 5

~
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bagaikan sesuatu yang suci dan tidak boleh disentuh ole ide perubahan
sama sekali.??

MPR-RI melalui sidang amandemen ke-2 pada tahun 2000
menetapkan keputusan dalam salah satu pasal yaitu Pasal 18 ayat (6)

Undang-Undang Dasar 1945 bahwa, “Setiap Pemerintahan Daerah

NIN Y!tw ejdio yeH o

berhak menetapkan Peraturan Daerah”.*
Isi Peraturan Nomor 3 Tahun 2014

Dalam peraturan daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Ketertiban

d BEXSNG

“Umum. Adapun bab dari peraturan daerah ini adalah sebanyak VIII

nel

BAB dan memiliki 39 Pasal.

Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan dalam membentuk
Peraturan Daerah karena telah mendapat legitimasi secara
konstitusional.

Dengan demikian Bupati Rokan Hilir menimbang bahwa
a. Bahwa ketertiban Umum merupakan kebutuhan masyarakat yang
harus diwujudkan;
b. Bahwa ketertiban umum merupakan tugas dan kewajiban baik
pemerintah maupun seluruh lapisan masyarakat;
c. Bahwa ketertiban umum perlu ditinggatkan sesuai dengan tuntunan

kebutuhan dan perkembangan masyarakat;

}Ing jo Ajrs1aArupn d>rwe|sy aje}s

gJime Asshiddigie, Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,

2009), hi#, 216.
)

3._-1Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan dalam Pasal 18

Ayat (6) gbhwa setiap pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan

daerah.

IS
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d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimakasud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
Bahwa dari definisi diatas yang dimaksud adalah pada Ketertiban
Umum Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi;

1) Setiap orang/badan hukum dilarang menimbun dan/atau
meletakkanbarang dagangannya di trotoar atau badan/tepi
jalan umum.*

2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan bongkar/muat

barang di pinggirjalan yang dilalui kendaraan umum,

nely e)xsng NIN!iw ejdio yeq @

kecuali langsung memindahkanbarang dari kendaraan ke
rumah tempat tinggal, toko, kedai atau warung.

3) Setiap orang/badan hukum dilarang menumpuk sampah
atau kotoran ditepi/badan jalan umum kecuali ditempat-
tempat yang telah disediakan.

Dengan demikian adapun sanksi dalam perda tersebut
sebagai berikut:

a) Teguran tecara lisan dan dapat diikuti dengan teguran
secara tertulis;

b) teguran secara tertulis;

c) Pencabutan izin , apabila telah dilakukan teguran secara
tertulis secara (3) kali sacara berturut-turut dengan

tanggung waktu masing selama (7) hari.

¥ JireAg uejng jo AJISIdATU) DTWER[S] d}e}S

Ise

-Wan Amir Firdaus, Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014.
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Konsep Figih Siyasah

2He)

igih SiyasahDusturiyyah
Siyasah dusturiyyah merupakan bagian figih siyasahpembuatan

ndang- undangan. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep

w edio ye

|

konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

N A

uhdangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan
=z

ﬁﬁdang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar
w

;_’enting dalam perundang-undangan tersebut.**Tujuan dibuatnya peraturan
gerundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia
dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan didalam Figih Dusturiyyahadalah hubungan antara
pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam

FigihSiyasahDusturiyyahbiasanya dibatasi hanya membahas pengaturan
w»

é;ran Perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari
(¢}

%égi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi

8
Kémaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. ** Abul A®la al-
c

Edaududi mendefinisikan dustur dengan: “Suatu dokumen yang memuat

SI9

prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.34

A

him. 177«

Muhammad Igbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana, 2014),

EAG uRYINgG jyo

‘EH.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu

Syari”ahgmakarta: Kencana, 2003), him.47.

ibid, him.52.
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Figih SiyasahTanfiziyyah

©

T Dalam perspektif islam tidak lepas dari Al-Qu’an, Sunnah dan nabi
QO

s?;rta praktik yang dikembangkan oleh Al-khulafah serta pemerintah islam
©
sépanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syar iyyah ini merupakan kajian
3

yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad saw.
=

Eiqih siyasah tanfidziyyah syar“iyyah adalah salah satu bagian terpenting
=z
galam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan
w

Beraturan Perundang-undangan negara.®

Py
o . Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-

c
undang.Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan
mengaktualisasikan ~ perundang-undangan yang telah dirumuskan
tersebut.Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang
berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan
hubungan sesama negara (hubungan internasional). ** Islam telah
%’enganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini
%hpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku.lni berarti

~
Igahwa, kemuliaan yang dianugerahkan. Islam merupakan bagian integral

c
dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat Manusia.

uej[ng jo A3rsiaa

«%Nurcholis Madjid, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media
V)

Pratama, EE)Ol),hIm. 273.

?Muhammad Igbal, Figih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya

Media Pe‘ésada 2001),hIm.62.
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Fiqih SiyasahQadha’iyyah

©

T Lembaga peradilan dalam figih siyasah dikenal dengan
QO

éadha"iyyah yang berasal dari kata al-gadha yaitu lembaga peradilan
©
yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan

3

Berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti gada antara lain
=

fenyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu
=

Igétetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks

7))
ini.Sedangkan dari segi istilah ahli figih, gadaberarti lembaga hukum dan

Py
perkataan yang harus dituruti yang di ucapkan oleh seseorang yang
c

mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar
mengharuskan orang mengikutinya.

Menurut Muhammad Salam Madkur, gadadisebut hakim karena
dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai
pengertian dari kata gada itu, maka ia bisa digunakan dalam arti
§emutuskan perselisinan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut

(¢}
gadhi.Menurut para ahli figih, terminologi syariat dari kata gada adalah

V]
Epemutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-

c
Eonflik.Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas gqada

m
@lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan

-

S
fenetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang
»n
gjhadapi oleh hakim.Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan
»

=
menetapkan sesuatu yang belum ada.*’

jrref

YMuhammad Salam Madkur, Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan

Hukum I@gm, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016), him.

48.
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0ic

D. Penelitian Terdahulu

I 0

(_’; 13): Wasni Puspita Ningsih (2018) Penelitian ini dilakukan di Kecamatan

é ;Bangko Kabupaten Rokan Hilir. Adapun rumusan masalah dalam

g E’ penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan Daerah Rokan

g g Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Studi

‘ié ;Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangko). Kemudian

2

c étujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi
% Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban
Py

- Umum (Studi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangko.

nel

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data
yang penulis gunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan
keadaan subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan
lainnya serta didasarkan atas hasil observasi dan wawancara mendalam
yang peneliti lakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang
d

itemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep operasional dan

:Jlaquuns ueyingeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIeY yninjes neje uelbeges diynbusw bBuele|iq |

peraturan yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dalam penelitian ini Implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir
Nomor 3 tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (studi Penertiban
Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bangko) belum berjalan secara
maksimal.yang membedakan skripsi penulis dengan skripsi diatas

terletak pada lokasi penelitian, hasil penelitian.®

¥ JuieAg uej[ng jo AJISIdAIU) DTWR[S] 3}e}§

BWasni Puspita Ningsih,Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor
3 Tahun @14 Tentang Ketertiban Umum, (Skripsi Uin Suska, 2018), him 4.
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2. Lidya Noviala Harsono(2020) Pedagang kaki lima atau yang biasa di
©
T sebut dengan PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan
QO
;menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian

dikarenakan jumlah kaki pedagangnya ada lima. saat ini istilah PKL

11w eyd

- telah memiliki arti yang lebih luas. Pedagang kaki lima digunakan pula
untuk menyebutkan pedagang dijalanan pada umumnya. Para pedagang
kaki lima yang tidak memiliki izin berjualan, turun ke badan jalan untuk

menjual barang dagangannya. Selain itu, keberadaan pedagang kaki

d BIYSNS NIN A

lima tersebut juga membuat badan jalan menjadi semakin menyempit

nel

hingga angkutan umum yang hendak melintasi jalan tersebut berdasak-
desakan dan sampai mengakibatkan kemacetan sehingga dianggap
mengganggu ketertiban umum. Dari latar belakang masalah tersebut
timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah
bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau
Duri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1

Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum serta faktor-faktor apa saja

) dTwe|sy 3jeis

yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima

“oleh Satpol PP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

9AIU

yuridis sosiologis dengan melakukan survei langsung kelapangan.

A31s1

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh secara

langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan yang didapatkan

S uejng jo

dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan

1IeAk

dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya

nery wisey J
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pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satpol PP telah

©

T melakukan upaya peneriban dengan baik namun ada beberapa terdapat
QO

_ faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban sehingga berajalan

10 Y

tidak optimal. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

11w eyd

- penertiban pedagang kaki lima yaitu adalah sumber daya manusia yang
masih belum memadai, kurangnya sarana dan prasarana Yyang
disediakan pemerintah daerah dalam penertiban, kurangnya tanggapan,

pemahaman, serta intensitas dari pedagang kaki lima terhadap peraturan

d BIYSNS NIN A

daerah tentang ketertiban umum, masih kurangnya penerapan sanksi

nel

yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1
Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum. Yang membedakan skripsi
penulis dengan skripsi diatas adalah tempat penelitian, lokasi penelitian
dan peraturan daerah yang berbeda.*
3. Ines Amalia Dinata (2021): “Strategi Pemerintah Dalam Penertiban
Pedagang Kaki lima Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut
Presfektif Ekonomi Syariah”. Latar belakang penelitian ini adalah
; banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar dan
jalan sebagai tempat berdagang yang membahayakan keselamatan
jiwanya sendiri dan juga bagi pengguna jalan yang menggunakan
kendaraan di Kota Pekanbaru khususnya di JI, Tobek Gadang. Sehingga

mengganggu kelancaran lalu lintas, mengganggu kenyamanan pejalan

kaki dan menganggu keindahan kota. Rumusan masalah dalam

JureAg uejng yo AJISIdATU) dDIWR[S] 3}e}S

Plidya Noviala Harsono, Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di pasar Mandau

Duri ber@gsarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Ketertibag Umum, (Skripsi Uin Suska, 2018), him 9.
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penelitian ini Bagaimana pelaksanaan penertiban kegiatan usaha

©
T pedagang kaki lima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bagaimana
QO

: strategi yang dilakukan pemerintah dalam penertiban usaha pedagang

kaki lima di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan bagaimana

11w eyd

- tinjauan ekonomi syariah tentang pelaksanaan serta penertiban usaha

A

; pedagang kaki lima menurut ekonomi syariah, di Kecamatan Tampan
(C” Kota Pekanbaru. Populasi dari peneltian ini berjumlah 21 (PKL) yang

berada di Jl.Tobek Gadang karna pada lokasi ini paling banyak

d B)S

nel

' pedagang kaki lima yang berjualan disana dengan teknik total sampling.
Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi,
wawancara dan angket. Data yang digunakan adalah data primer dan
data sekunder. Dalam menganalisis data menggunakan metode
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini di ketahui bahwa
pelaksanaan penertiban kegiatan usaha pedagang kaki lima di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Satuan Pamong Praja (Satpol
PP) terlebih dahulu dengan adanya perencanaan, pengelompokkan,
; pergerakan atau pengarahan, pengawasan dan evaluasi atau tindakan.
Strategi yang di lakukan pemerintah dalam penertiban usaha pedagang
kaki lima yaitu melalui pembinaan, penertiban dan sanksi. Tinjauan
ekonomi syariah tentang pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima

sudah sesuai dengan syriat Islam karena Pemerintah merupakan

elayan, pelindung dan pengayom bagi masyarakat serta dituntut

o °

ersikap baik dan lembut dalam melayani kebutuhan dan aspirasi

nery wisey JjrredAg uejyng jo AJISIdAIU) dIWe[S] 3jel§
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masyarakatnya, namun perlu disiplinkan dalam aspek pengawasan bagi
(PKL) yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.yang membedakan
penelitian penulis dengan skripsi diatas adalah lokasi penelitian yang
beda dan siyasah skripsi diatas 1 sedangkan penulis 3 vyaitu

Dusturiyyah,tanfiziyyah danQadha 'iyyah.*°

yitw e3dio yYeH ©

525 Opy Mustika (2022) : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun
(C” 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di
Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Figh Siyasah

Penulisan ini di latar belakangi penulisan skripsi adalah maraknya

neiy eys

pedagang kaki lima (PKL). Dengan maraknya pedagang kaki lima
(PKL) berbuntut pada munculnya berbagai masalah dan persoalan yang
mengakibatkan pasar menjadi semrawut dan tidak teratur sehingga
menganggu ketertiban, serta kebersihan lingkungan. Adapun yang
menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat

) dTwe|sy 3jeis

: Kabupaten Indragiri Hulu, dan apa faktor-faktor yang menjadi kendala

" Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penataan

9AIU

dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar Rakyat

A31s1

Kabupaten Indragiri Hulu, serta bagaimana perspektif Figh Siyasah
terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang

Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Sekitar Pasar

juredg uejng jo

Anes Amalia Dinata, Strategi Pemerintah Dalam Penertiban Pedagang Kaki lima Di

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Menurut Presfektif Ekonomi Syariah,(Skripsi Uin Suska,
2021), him. 8.
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Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu. Jenis penelitian ini termasuk jenis
©
T penelitian field research. Sifat penelitian bersifat analistis deskriptif
kualitatif. Data diambil dari dua sumber yaitu primer sekunder dan

tersier. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode

penelitian kualitatif yang dipadukan dengan teori kepustakaan, lalu dari

N1jtw eydio ye

; data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola
(C” berpikir induktif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa

berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2017 sudah sangat jelas pedagang

d B)S

nel

kaki lima (PKL) memiliki hak, kewajiban, dan larangan yang harus
ditepati, hanya saja di lapangan masih banyak pedagang kaki lima
(PKL) bahkan dari pihak pemerintahnya tidak menjalankan poin-poin
dalam undang-undang dengan baik, sehingga pasar rakyat masih terlihat
tidak bersih, rapih, dan tertib. Ditinjau juga dari figh siyasah bahwa
sejatinya isi peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9
tahun 2017 telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Namun, dalam
pelaksanaannya di lapangan masih banyak hal yang kurang sesuai

dengan ketentuan Figh Siyasah.yang membedakan skripsi penulis

) dTwe|sy 3jeis

9AIU

" dengan diatas adalah Lokasi penelitian yang berbeda , Peraturan Daerah

yang beda, dan lokasi penelitian.**

A31s1

» Eri Susanto, (2022) Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang
Kaki Lima di Jalan Agus Salim Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan

Walikota Nomor 100 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan

1eAg uejngyo

I

POpy Mustika, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2017 tentang Penataan

dan Pemﬁerdayaan Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Pasar Rakyat Kabupaten Indragiri Hulu
Menurut Eiqh Siyasah, (Skripsi Uin Suska,2022), him. 12.

nery
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Pedagang Kaki lima Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan
adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedagang Kaki
Lima. Penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima sangat
penting untuk dilakukan demi menciptakan kenyamanan pekendara
sepeda motor melintasi jalan dan pedagang kaki lima berjualan
sebagaima tempat yang sudah disediakan. penerapan sanksi tegas dapat
agar pedagang kaki lima Berdasarkan observasi penulis berjualan

ditempat semestinya. terdapat perbedaan aturan dengan fakta yang

d e)snS NINY!tw eydio jeHq @

nel

berlaku di lapangan. Penelitian ini membahas mengenai penerapan
sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima dan hambatan-hambatan
dalam penerapan sanksi bagi pelaku usaha pedagang kaki lima. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi bagi pelaku
usaha pedagang kakil lima dan hambatan dalam penerapan sanksi bagi
pelaku usaha pedagang kaki lima Penelitian ini berbentuk jenis
penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis
empiris bersifat deskriptif. Penulis melakukan penelitian langsung ke
lapangan yang berlokasi di Pekanbaru. Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara, dan
angket hasil data yang diperoleh di analisis menggunakan kualitatif
deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi bagi pelaku
usaha pedagang kaki lima dan cukup baik dilakukan oleh satuan polisi
pamong praja, Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru memberikan

penerapan sanksi sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru
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Vv Memberikan Kenyamanan Bagi Pengemudi Sepeda Motor, saat

g ©
% T melintasi jalan. Adapun hambatan dalam memberikan pelayanan
T O
§ : terdapat beberapa hambatan diantaranya: Kurangnya personil didalam
2 B
§ o penerapan sanksi pedagang kaki lima, Personil Satuan polisi pamong
2 5
(=
& = praja tidak selalu mengawasai selama 24 jam di lokasi penertiban
> ~
«Q
g ; pedagang kaki lima, serta faktor eksternal.yang membedakan skripsi
3
«

penulis dengan skripsi diatas adalah skripsi diatas membahas sanksi

pedagang kaki lima sedangkan penulis membahas penertiban yang

d B)sSnS

nel

 dilakukan oleh satpo PP.*2
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PEri Susanto,Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Pedagang Kaki Lima di Jalan Agus
Salim K@a Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2015 tentang
Penataargian Pemberdayaan Pedagang Kaki lima, (Skripsi Uin Suska, 2022), him, 23.
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A.3Jenis Penelitian

€z o

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif bersifat
deskriptif dalam arti bahwa penelitian ini berfokus pada fenomena yang ada untuk
kemudian difahami dan dianalisis secara mendalam. Pendekatan kualitatif
diharapkan dapat mengungkapkan kondisi real yang terjadi dimasyarakat dan
menyingkapi fenomena yang tersembunyi (hidden volues) dari seluruh dinamika
masyarakat. Penelitian kualitatif dalam pendekatan bersifat ini depat dan holistic
akan menghasilkan penjelasan yang lebih banyak dan bermanfaat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan format deskriptif,
baik terhadap individu maupun kelompok yang lazimnya diteruskan pula dengan

analisis kualitatif.*

Dengan pendekatan ini diharapkan akan diperoleh sebuah
gambaran yang objektif mengenai kebijakan Pemerintah Kecamatan Tanah Putih
terhadap ketertiban umum di Desa Menggala Sakti.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni
menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari
sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian

yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

LI

?Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik ( Jakarta: Rineka Cipta,
1992), hlﬁg-. 117.
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ol
. Lokasi Penelitian

~E e
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)dalam penulisan

skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten
Rokan Hilir, Propinsi Riau. Alasan Penulis melakukan penelitian di lokasi ini
adalah karena Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan yang
terletak di Kabupaten Rokan Hilir yang dekat dengan arus transportasi serta
penghubung jalan lalu lintas sumatra, tepatnya dekat dengan pasar di Desa
Menggala Sakti, hanya saja sering terjadinya kemacetan lalu lintas di pasar di

Desa Menggala Sakti, sehingga mengganggu ketertiban umum.

. Subjek dan Objek
1. Subjek Penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah Pegawai Dinas Satuan Polisi
Pamong Praja (SatPol PP) yang bertugas di bidang ketertiban umum dan
g'etentraman masyrakat, Pegawai Kantor Desa Menggala Sakti, Pedagang
%aki Lima dan Tokoh Masyarakat.

=
2. ©bjek Penelitian

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw gyue

Objek dari penelitian ini adalah Peraturan DaerahKabupaten Rokan
ilirNomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum MenurutFigih

yasah.
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. Sumber Data
= 5

@)
Sumber data adalah semua bukti yang disertakan dengan keterangan atau

I

fakta yang boleh dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau
kepastian, dalam kajian ini, penyelidik menggunakan 3sumber data untuk

pemerolehan data, yaitu:

£

¢ a. Data Primer

Q.

Y]

& o Data primer pada penelitian ini adalah Pegawai Satuan Polisi
(=
()

Pamong Praja (SatPol PP) yang bertugas di bidang ketertiban umum dan
gétentraman masyrakat, Pegawai Kantor Desa Menggala Sakti, Tokoh

<]

Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima.
b. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data, dengan
mengumpulkan mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen yang
berkaitan dengan masalah penelitian yang bersumber dari bahan
perpustakaan.** Data sekunder pada penelitian ini adalah beberapa buku,

jurnal dan dokumen yang beraitan dengan masalah penelitian.

agquins ueyingaAuaw uep ueywnyuesuaw eduey Ul sijn} A1ey yninjas neje uell

c. Data Tersier
Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data
primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah

kamus besar Bahasa Indonesia.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
him.101.
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opulasi dan Sampel

pulasi
Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

w

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
=
gtarik kesimpulannya. *® Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang

@enjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor
(7))

ginas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebanyak 45 orang,
Py

Eédagang Kaki Lima (PKL) sebanyak 100 orang dan seluruh pegawai
Kantor Desa Menggala Sakti sebanyak 22 orang serta Tokoh Masyarakat
yang memiliki informasi megenai objek penelitian sebanyak 1 yang
kemudian dijadikan informan penelitian.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menggambarkan sifat dari
w»

Lo

%opulasi yang bersangkutan sehingga mempermudah proses pengumpulan

&ata yang tetap memperhatikan karakteristik yang dimiliki. Sampel adalah

T

Sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.*®

N

eknik Pengambilan Sampel

=0
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung:ALFABETA

2011), hlf. 90.
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Tabel 3.1

D)

Populasi dan Sampel

55 X
Q 9 o
%Ng). é Responden Populasi| Sampel |Teknik Penambilan
3 |0 Sampel
£ |Pegawai Kantor Dinas Satuan 45 3 Purposive sampling
5 [Pelisi Pamong Praja (SatPol PP)
% Pgdagang Kaki Lima (PKL) 100 4 Purposive sampling
=
3. Pg’gawai Kantor Desa Menggala, 22 1 Purposive sampling
Sakti
-
4. T“%koh Masyarakat 1 1 Total sampling

:Jaquuns ueyingaAusw uep ueywnjuesusw edug 1Ul SIN) BRIEY NIN[oS NEJE UgIDEqas {nnbu

Sumber : Data Penelitian,2023

. Teknik Pengumpilan Data

1. Observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui pengamatan

langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan tersebut peneliti
digunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

Wawancara, yaitu kegiatan dilakukan guna mendapatkan informasi secara
&

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.

genulis mewawancarai informan yang berjumlah 168 orang, diantaranya 3
@Eang DinasSatuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP), 4 orang Pedagang
=]

Ig'aki Lima (PKL), 1 orang Kantor Desa Menggala Sakti, dan 1 orang

-t

12
Masyarakat.
<

Q
Dokumentasi, penelitian yang menggunakan barang-barang Dokumentasi
s

dtlalah mencari data dan informasi dari benda-benda tertulis, seperti
=

%)kumen peraturan, serta saat sedang melakukan wawancara sebagai

-

hukti. Dokumentasi yang di dapatkan penulis saat melakukan penelitian di

sa Mengaala Sakti
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®, :”; Buku-buku, isi jurnal, undang-undang, peraturan danlainnya.
Q0 o

3% =

g5

3 £ 2

@ a =l

@.El\nagms Data

S =

=
Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini
analisis data kualitatif yaitu ketika semua data sudah terkumpulmaka peneliti akan
menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara jelas.*’

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.
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» Soekanto soejono,Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia
Press,1986), him 112.
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3 e KESIMPULAN DAN SARAN
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o (@)

.3Kestmpulan

£ 3

c 3 Berdasarkan Hasil Penelitian Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima

S =

o =

aDi gesa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

=

=] 2

§Berd;asarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban

:Jaquins ueyjngakusw uep uexwnjuesusw edue) 1ul sin} eAsey yninjes neje uelbeqes diynbugsu bueseiq *|

c
Umém menurut perspektif figih siyasah, maka penulis menarik kesimpulan

e

bahw#a:
QO

1.

Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima sudah dilaksanakan tetapi
belum maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan fungsi dari plaksanaan
ketertiban umum bahwasanyaada beberapa faktor pembahambat
terlaksananya ketertiban umum seperti yang dijelaskan oleh satpol pp
bahwa ada sebagian masyarakat yang masih tidak mau menaati peraturan
§hingga membuat jalanan macet dan pedagang tidak tertib

3

Adapun hambatan yang memperngarui kurang optimal pelaksanaan
V]

8
Banyaknya masyarakat yang kurang mampu dalam menyewa ruko atau

n

E’ros hal ini menjadi pemicu serta penyebab ketidaktertiban pedagang kaki

SI9

Hma sehingga mereka terpaksa berjualan dipinggiran jalan yang menyebab

0A

jalanan macet serta Minimnya pengunjung yang datang menyebabkan

ns

H

aktifitas konomi dilokasi relokasi menjadi tidak terlihat segabaimana

As

semestinya, sehingga PKL kembali lagi ketempat semula mereka

JI

o
(<9
«Q
QD
>
(=]
<
2
—
c
—
=
o
—
(@]
QD
=
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3. Berdasarkan tinjauan figih siyasah pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki

=z ©

:”; kima Didesa Menggala Sakti sesuai dengan peraturan daerah Nomor 3
g Hkahun 2014 Tentang Ketertiban Umum menurut perspektif figih
2 B

§ siyasah.dengan demikian pedagang kaki lima hrus menaati peraturan yang
2 5

(=

2  ftelah di buat pemerintah agartidak menimbulkan kemudorotan bagi kedua
> ~

«Q

g Belah pihak antara satpol PP dan Pedagang kaki Lima di Desa menggala
o Z

=]

«

&Akti.

]
-
Q

. Saranh
QO
1. CBagi Pemerintah diharapkan lebih memahami, mengetahui seluruh
kebutuhan masyarakat dan lebih tajam dalam menangkap permasalahan-

permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat serta harus lebih

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

maksimal lagi dalam menjalankan fungsinya.

2. Bagi PKL diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin
ggar masyarakat lebih mengetahui keberadaan serta tugas dan fungsi
:gatpol PP.

V]
3. Bagi pemerintahan desa agar selalu berkerjasama dalam menciptakan
(o}

:Jaquuns ueyngeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SIN} efEey yninjes neje ueibeges diynbusw bBuele|iq |

c:I.zemaslahatan dimasyarakat serta mengajak masyarakat untuk

<
&)erpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

‘nery e)sng NiN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqes yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq “zZ

nery wisey jrredAg uejpng jo 43



AV YYSAS NIN

joiU

&

‘nery Be)sng NiN uizi eduey undede ymuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq g

)

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

h £
)

0

:Jaquins ueyjngakusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul siny eAiey yninjes neje uelbeqes diynbusw Bueseps |

DAFTAR PUSTAKA

o
[
BIEEO

Abdullah Rozali Prof. H., S.H. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan
- Kepala Daerah Secara Langsung(Jakarta: PT. Rajagrafindo
o Persada,2005)Cet.ke-1

3
Abubakar Rifa’i, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press

Buepun-6uepun 1Bunpuiig eydio yeH

= UIN Sunan Kalijaga, 2021)
(=

Agus Riyanto Tavip, Menggagas Strategi Reformasi Birokrasi Untuk
» MewujudkanPemerintahan Efektif dan Akuntabel, dalam Agus
% Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (edt), 2009, Reformasi
& Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang
- Ppelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Gaya
> Media), JIAN-UGM, MAP-UGM.
c

Asshiddigie Jimly, Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2009)

Azhar Basyir Ahmad, Asas-dAsas Hukum Mu’amalat, edisi revisi
(Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII. 1993)

Bayu Hardjowahono, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional Buku
Kesatu.

Dokumentasi Desa Menggala Sakti tahun 2023

S

Guiiawan Iman, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek, (Jakarta:
BumiAksara, 2013)

S @

Hagningsih Endang,Agus Simatupang Rintar, “Faktor-faktor Yang
mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran (Studi Kasus
Pedagang kaki Lima di Kota Yogyakarta)”, Jurnal Bisnis dan
Manajemen Universitas Andalas, VVol. 04, No. 02, 2008.

IJATU() DT

Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Jakarta: Balai Pustaka)
<

H.Dyazuli A., Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
= Rambu Syari “ah, (Jakarta: Kencana, 2003)

Iqbgl Muhammad, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Kencana,
L 2014)
<

Jaya» Bakri Asafri, Konsep Magqasid Syari’ah Menurut Al-Syatibi: Arti dan
Dasar Magasid al-Syari’ah, Cet Ke IV, (Jakarta: PT.Raja Grafindo
Persada, 2007)

Nery wisey|



AV YYSAS NIN

JDU

%

‘nery Be)sng NiN uizi eduey undede ymuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq g

)

g

n-ﬁ

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

)

:Jlaquuns ueyingeAusw uep ueywnjuesusw edue) 1ul SiN} eAIeY yninjes neje uelbeges diynbusw bBuele|iq |

Buepun-Buepun 16unpuijg e3d1) ¥eH

J.,Moelong Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya,
® 2000), Cet.ke-36

i
Magan Bagir,Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan
o~ Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung,1995

©
Mag,zuki C. Metodologi Riset, (Jakarta: Erlangga, 1999)

Mushaf al-Azhar,al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta: Jabal,2010), cet. Ke-
10

Mushaf al-Azhar,al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta:
Jabal,2010), cet. ke-10

Mushaf al-Azhar,al-Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta:
Jabal,2010), cet. ke-10,

Id B)XsnsS NIN %!

Mutakin Ali, Teori Magashid al-Syariah dan hubungannya dengan metode
Istinbath Huku”, Kanun Jurnal Hukum, Volume 19, nomor 3, Agustus
2017

Nawawi Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer: Hukum
Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, (Bogor: Penerbit Ghalia
Indonesia, 2012)

Nurcholis Madjid, Figh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 2001)

Rumger Korff dan Evers HD. Urbanisasi di Asia tenggara: Makna dan
kekuasaan dalam ruang-ruang sosial. (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2002)

ISI 23e)}

Salam Madkur Muhammad, Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem
~ Pengembangan Hukum Islam, (Skripsi. Fakultas Agama Islam
gl Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

Suqiana Nana, Penelitian dan Pendidikan, (Bandung: Percetakan Sinar Baru
= Algesindo,2001,)
<

Sudiyono. (Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung :
2017)

&ejng

Urwiosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia: Pengetahuan

Dasar Hukum Dagang,(Jakarta: Djambatan, 1999)
W

nery wisey| iﬁw&g

ani Harsan Ifan, Studi Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh
Dinas Pasar di Pasar Segiri Kota Samarinda, eJournal Ilimu
Pemerintahan Volume 5, Nomor 1, 2017, 148.



)

AV YYSAS NIN

joiU

€

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘nery e)sns NN uizi eduey undede ynjuaq wejep 1ul sijn} eAley yninjas neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbuaw Buele|q g
‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

0ic

W.J.S Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia”, (BalaiPustaka,

-~z © 2006)

2= k&

S © Yafe Ali, Menggagas Figh Sosial, cet. ke-2 (Bandung: Mizan,1994)

g o

B.Jurral

85 §

Ea%ma\@ti, “Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam

§ 2  PrespektifEtika Bisnis Islam”terdapat dalam https://journal. iainsamarinda.

% 3 aéc.id/index.php/fenomena/article/view/220.Diakses pada 2 Juni, 2023.

=] g =

%I@dani?, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Figih"

= @rdapathttps://www. academia.edu/18498448/APLIKASI_TEORI_POLIT

K_ISLAM_PERSPEKTIF_KAIDAH. Diakses pada 20 Juli, 2023.
Q

. Undang-undang
QO

donesta, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan
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LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA MENGGALA
SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM
MENURUT FIQIH SIYASAH”, yang ditulis oleh:

Nama - Agus Tiwar
NIM : 11920411353

Program Studi : Hukum Tata Negara ( SIYASAH)

Telah dimunagasyahkan pada:
Hari/Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Dekanat (Gedung Dekanat FASIH Lt.3)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
RAHMAN ALWI, M.Ag

Sekretaris
IRFAN ZULFIKAR, M.Ag

Penguji |
Dr. ARISMAN, S.Hi, M.Sy ...

Penguji 11
KAMIRUDDIN, S.Ag., M.Ag -
Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag .,M.Si
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
Ug..i.q.l |g dcy Jﬁdl dgd<
FACULTY OF SHARI’AH AND LAW
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Web. www fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor  : Un.04/F.1/PP.00.9/1877/2023 Pekanbaru,15 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset
Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :
Nama ¢ AGUS TIWAR
NIM 111920411353
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi - Satuan Polisi Pamong Praja Rokan Hilir
bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
‘Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih
Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Ketertiban Umum Menurut Perspektif Figih Siyasah
Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.
Demikian disampaikan, terima kasih.
a.n. Rektor
Dr Zulkif] M.Agf
NIP.19741006200801 1 005
Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau
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Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/279/2023 Pekanbaru,11 Januari 2023
Sifat : Penting
Lamp. S
{ Hal : Pembimbing Skripsi
Kepada

Yth. Dr. 1. Arisman, M. Sy (Pemb 1 Materi)
2. Afrizal Ahmad, M. Sy (Pemb 2 Metodologi)
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru
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Dengan Hormat,
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Nama AGUS TIWAR

NIM 11920411353 B
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) S1 |
Judul Skripsi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Menggala Sakti

Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum
Menurut Perspektif Figih Siyasah

Lama Membimbing | Maksimal 6 bulan (11 Januari 2023 — 11 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.
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ZH. Erman, M. Ag
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Tembusan:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
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PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113

BAGANSIAPIAPI

Nomor : 070/Kesbangpol/2023/2]
Sifat . Biasa
Lampiran -

( Perihal : Rekomendasi Riset

Rekomendasi kepada :

y 1. Nama

2. NIM/ KTP

3. Program studi
4. Jenjang

5. Alamat

6. Judul

7. Lokasi

ini hingga selesai.

Rokan Hilir.
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Bagansiapiapi, 4 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Desa Menggala Sakti Kecamatan
Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
di-
Tempat

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53931 tanggal 20 Februari 2023 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan

AGUS TIWAR

11920411353

HUKUM TATA NEGARA

S1

JL. MUSTAMINDO PERMAI 1

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA MENGGALA
SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN
HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

DESA MENGGALA SAKTI KEC. TANAH PUTIH KABUPATEN
ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada
kaitannya dengan Penelitian dimaksud.

2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat

3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak
yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

/‘_—:QQEUPATEN ROKAN HILIR
/\" K45 %, Sekretaris

.Kom
NIP.-19720528 199703 1 002



NV VYSAS NIN

‘nery exsng NiN Jefem BueA uebunuaday ueyibniaw sepn uedynbuad 'q

‘nery e)sng NN uizi edue) undede ynjuaq wejep iul siin} A1y yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep ueywnwnbuaw Buele|q g
‘yejesew nyens uenelfur} neje iUy uesynuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebuiuaday ynun e/(geu uedinnbuad e

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kantor Gubernur Riau
JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/53931
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah memb;g.‘jszd?';t
Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
Un.04/F.IIPP.00.9/1877/2023 Tanggal 15 Februari 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama . AGUS TIWAR

2. NIM/KTP © 11920411353

3. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA

4. Jenjang S

5. Alamat : JLN. MUSTAMINDO PERMAI 1

6. Judul Penelitian . PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN

TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT
PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

7. Lokasi Penelitian . DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan
Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di . Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Februari 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
— Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

nery wisey jrrek



c
5
@
c
@
=
>
=
>
c

o)
St 14l
_\/a DAFTAR RIWAYAT HIDUP

—

of &
590 =
= T QO
QL e

‘nery Be)sng NiN uizi eduey undede ymuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjes neje ueibeges yeAueqiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|iq g

)

5

‘nery exsng NinN Jefem BueA uebunuadey ueyibniaw yepl uediynbuad °q

‘yejesew nyens uenefun neje )iy uesiinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAiey uesiinuad ‘uenipuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynjun eAuey uediynbuad ‘e

£
)

Penulis bernama Agus Tiwar lahir di Sekeladi pada
tanggal 12Agustus 2001, anak keenam dari sembilan
bersaudara dari pasangan Ayahanda Rahmad dan ibu

Nurlaisyah. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai

berikut:

@njang pendidikan penulis dimulai dari Madrasyah Ibtidaiyah Al-
Py

uhajitih Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan

mge/ﬁe)i ynl

ilus pada tahun (2007-2013), penulis melanjutkan pendidikan ke Madrasyah

Bul s

e

sanawiyahAl-Muhajirin Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten

okan Hilirdan lulus pada tahun (2013-2016), kemudian penulis melanjutkan

wnygepuau-pdu

endidikan ke Madrasyah AliyahAl-Muhajirin Menggala Sakti, Kecamatan Tanah

p Uy

utih, Kabupaten Rokan Hilir dan lulus pada tahun (2016-2019). Pada Juli 2019
w»

eIaIui"aijaIur CATMandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa S1

wroe

rusan i—iukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8
ékhir kata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil

Jlaquuins@eyyngahus

menyel%aikan pendidikan Strata 1 (S1) dan lulus Predikat Sangat Memuaskan
=

serta d%at menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 22 Juni 2023

dengan gkripsi yang berjudul "Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala

Sakti, Igecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan HilirBerdasarkan Peraturan

Daerah“glomor 3 Tahun 2014 di Desa Menggala Sakti Tentang Ketertiban Umum

o

m
MenurugtFiqih Siyasah.”
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